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SENTa

GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 34 /B.03/HK/2025
TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

W

TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu

disusun perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala
Daerah;

. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas,

dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan Gubernur,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Program

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung
Tahun 2025;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-
Undang;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022;

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

.Peraturan  Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
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‘ Rancangan. Peraturan
Gubex_nur Lampung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan
dalam .Progl'am Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:

a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan evaluasi,
fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

Pencabutan Peraturan Gubernur;
Rancangan Peraturan Gubernur yang telah memiliki instruksi
dari Menteri Dalam Negeri tidak harus difasilitasi; dan

Perubahan Peraturan Gubernur yang telah memiliki petunjuk
teknis dari Kementerian terkait.

b.

C.

d.

KETIGA Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan
Peraturan Gubernur di luar Program Penyu
Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum
untuk mengatasi keadaan luar biasa;

untuk mengatasi keadaan konflik;

untuk mengatasi keadaan bencana alam;
adanya akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
keadaan tertentu lainnya yang memastikan a
atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.

sunan Peraturan
Kesatu, apabila:

opo oo

danya urgensi

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 1 - 2025
Pj. GUBERNUR LHMPUNG,

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,

2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

4. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/34 /B.03/HK/2025
TANGGAL : o - { -~ 2025
P
ROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 2025
INSTANSI PENGUSUL JUDUL PERGUB MATERI POKOK/DASAR
PENYUSUNAN RAPERGUB
L Dinas Kesehatan 1. Kawasan Tanpa Rokok Tindaklanjut  Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan
’ 2. Perubahan Kedua Atas | Tindaklanjut Peraturan Menteri

Peraturan Gubernur Nomor 54 | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
Tahun 2021 tentang Tarif | 2018 tentang Badan Layanan
Pelayanan Laboratorium | Umum Daerah

Kesehatan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis 1Daerah Balai
Laboratorium Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung

3. Pengelolaan SDM yang Berasal | Tindaklanjut Peraturan Menteri
dari Tnaga Profesional Lainnya | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
pada BLUD UPTD Balai | 2018 tentang Badan Layanan
Laboratorium Kesehatan | Umum Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2025

1L Dinas Pengelolaan | Kebijakan Pengelolaan Sistem Tindaklanjut Peraturan Presiden
Sumber Daya Air Informasi Hidrologi, | Nomor 88 Tahun 2012 tentang
Hidrometeorologi, dan | Kebijakan Pengelolaan Sistem
Hidrogeologi Pada Tingkat Provinsi | Informasi Hidrologi,
Hidrometeorologi, dan
Hidrogeologi pada Tingkat

Nasional
II. Badan Perencanaan | 1. Rencana Strategis Perangkat Tindaklanjut Peraturan Menteri
Pembangunan Daerah Daerah di Lingkungan | Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
Pemerintah Provinsi Lampung | 2017 tentang Renstra dan Renja
Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029

2. Rencana Kerja Perangkat Tindaklanjut Peraturan Menter
Daerah di Lingkungan | Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
Pemerintah Provinsi Lampung | 2017 tentang Renstra dan Renja

Tahun 2026 Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029
3. Digitalisasi  Penyelenggaraan | Tindaklanjut Perpres Nomor 95
Penanganan Pengaduan | Tahun 2018 tentang SPBE

Masyarakat di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung

4. Pembentukan Badan Pengelola Tindaklanjut Peraturan Daerah
Kawasan Metropolitan Bandar | Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Lampung atau Metropolitan Pembangunan Kota

Baru
Lampung Raya (Kotabaru) Lampung

5. Petunjuk Pelaksanaan Tindaklanjut Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 | Nomor S Tahun 2024 tentang
Tahun 2024 tentang | Tanggungjawab  Sosial  dan
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Lingkungan Perusahaan

6. Rencana Aksi Daerah Pangan | Tindaklanjut
dan Gizi Provinsi Lampung
Tahun 2025-2029

Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2012 tentang
Pangan




Aksi Daerah

Penghormatan, Perlindungan,

7. Rencana

Tindaklanjut Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan

dan Pemenuhan Hak | Nasional Nomor 3 Tahun 2021
Penyandang Disabilitas | tentang Pelaksanaan Peraturan
Provinsi Lampung Tahun | Pemerintah Nomor 70 Tahun
2025-2029 2019 tentang  Perencanaan
Penyelenggaraan dan Evaluasi
Terhadap Penghormatan,
Perlindngan dan Pemenuhanan
Hak Penyandang Disabilitas.
V. Dinas Penanaman Modal | 1. Pedoman dan Tata Cara | Tindaklanjut Peraturan
dan PTSP Pengawasan Perizinan | Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Berusaha Berbasis Resiko tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha  Berbasis
Resiko
2. Perubahan Peraturan | Tindaklanjut Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 26 | Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Tahun 2022 tentang | tentang Penyelenggaraan
Pendelegasian ~ Kewenangan | Perizinan Berusaha  Berbasis
Perizinan dan Non Perizinan | Resiko
Kepada Kepala Dinas
Penanamari Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung
V. Badan Peneliian dan | Rencana Induk/Peta Jalan Riset Tindaklanjut Peraturan Menteri
Pengembangan Maupun Inovasi Daerah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di
Kemendagri dan  Perangkat
Daerah dan Peraturan Badan
Riset dan Inovasi Nasional Nomor
5 Tahun 2023 tentang Data
Kelola RIset dan Inovasi Daerah
VI Dinas Pendidikan dan | 1. Peran Serta Masyarakat Dalam Tindaklanjut Peraturan
Kebudayaan Pendanaan Pendidikan pada | Pemerintah Nomor 39 Tahun
satuan Pendidikan Menengah | 1992 tentang Peranserta
Negeri dan Satuan Pendidikan | Masyarakat Dalam Pendidikan
Khusus Negeri Provinsi | Nasional.
Lampung
2. Wajib Kunjungan Museum | Tindaklanjut Gerak Nasional
Bagi Sekolah Secara Tetap | Cinta Museum.
Pada Masa Jenjang Pendidikan
TK, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MAN dan Pondok
Pesantren se Provinsi
Lampung
VIL Rumah Sakit Umum | 1. Tarif Pelayanan Kesehatan | Tindaklanjut Peraturan Menteri
Daerah Dr.H. Abdul Rumah Sakit Umum Daerah | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
Moeloek Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi | 2018 tentang Badan Layanan
Lampung Umum Daerah
2. Perubahan Keempat Atas | Tindaklanjut Peraturan Menteri
Peraturan Gubernur Lampung | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
Nomor 48 Tahun 2019 tentang | 2018 tentang Badan Layanan
Sistem  Remunerasi Pada | Umum Daerah
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek
SR = _ - Provinsi Lampung
Pél;ﬁbangun:;imlmstram f;algs Standar  Biaya di | Tindaklanjut Peraturan Menteri
gkungan Pemerintah Provinsi | Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

Lampung

2024 tentang Pedoman
Penyusunan Tahun Anggaran
2025
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Tindaklanjut Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

l;;rosedur Serta Sistem Informasi Tindaklanjut Peraturan Daerah
Pengawasan Pemasukan dan | Provinsi Lampung Nomor 9
engeluaran  Hewan, Produk | Tahun 2023 tentang Pemasukan

Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Hewan, M‘cdia Pembawa Penyakit | dan Pengeluaran Hewan

= Hewan Lainnya dan/atau Produk Ternak
mas Perkebunan Rencana Aksi Daerah Kelapa | Tindaklanjut Instruksi Presiden
Sawit Berkelanjutan Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Aksi Nasional
Perkebunan Kepala Sawit

Berkelanjutan Indonesia

X1I. Badan Kepegawaian | 1. Perubahan Atas Peraturan | Tindaklanjut Peraturan
Daerah Gubenur Lampung Nomor ¢ | Pemerintah Republik Indonesia

Tahun 2021 tentang | Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan | Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Gubernur Nomor 57 Tahun | dan Peraturan Badan

2019 tentang Pendelegasian | Kepegawaian Negara Nomor 24
Wewenang dan Pemberian | Tahun 2017 tentang Tata Cara
Kuasa Menandatangani | Pemberian Cuti Pegawai Negeri
Keputusan dan Surat-Surat di | Sipil

Bidang Kepegawaian

2. Perpindahan Pegawai Negeri | Tindaklanjut Peraturan Kepala
Sipil di Lingkungan Pemerintah | BKN Nomor 5 Tahun 2019

Provinsi Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan
Mutasi

3. Pembinaan Penyelengggara | Tindaklanjut Peraturan Kepala

Penilaian Kompetensi Pegawai | BKN Nomor 26 Tahun 2019

Negeri Sipil di Lingkungan | tentang Pembinaan

Pemerintah Provinsi Lampung | Penyelenggara Penilaian

Kompetensi PNS

4. Pola Karier Aparatur Sipil | Tindaklanjut Peraturan Menteri
Negara di Lingkungan | PANRB Nomor 22 Tahun 2021
Pemerintah Provinsi Lampung | tentang Pola Karier PNS

X111, Rumah Sakit Jiwa | 1. Pengelolaan Keuangan BLUD | Tindaklanjut Peraturan Menteri
Daerah RS Jiwa Daerah Provinsi | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
Lampung 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah

2. Pengadaan Barang dan Jasa | Tindaklanjut Peraturan Menteri
BLUD RS Jiwa Daerah Provinsi | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
Lampung 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah

3. Tata Kelola, Renstra dan SPM | Tindaklanjut Peraturan Menteri
RS Jiwa Daerah Provinsi | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
Lampung 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah

4. Perubahan Atas Pergub | Tindaklanjut Peraturan Menteri
Lampung Nomor 26 Tahun | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2023 tentang Tarif Pelayanan | 2018 tentang Badan Layanan
pada RS Jiwa Daerah Provinsi | Umum Daerah
Lampung

5. Perubahan Atas Pergub | Tindaklanjut Peraturan Menteri
Lampung Nomor 13 Tahun | Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2017 tentang Kerjasama 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah

XIV. Biro Organisasi 1. Pakaian Dinas Aparatur Sipil | Tindaklanjut Permendagri Nomor
Negara di Lingkungan | 10 Tahun 2024 tentang Pakaian
Pemerintah Provinsi Lampung | Dinas Aparatur Sipil Negara
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2. Hari Kerja dan Jam Kerja
Instansi  Pemerintah  dan
Pegawai Aparatur Sipil Negara
di  Lingkungan Pemecrintah
Provinsi Lampung

Tindaklanjut Peraturan Presidcn.l
Nomor 21 Tahun 2023 [cnlangi
Hari Kerja dan Jam Kerja

Instansi Pemerintah dan Pegawai |
Aparatur Sipil Negara |

3. Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Serta Talakerja
Perangkat Daerah

4, Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung

Tindaklanjut Peraturan |
Pemerintah Nomor 18 Tahun |
9016 tentang Perangkat Dacrah |
"Tindaklanjut Peraturan Menteri
PANRB Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas
Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah

5. Pemberian Tambahan | Tindaklanjut Keputusan
Penghasilan ASN Mendagri 900-4700 Tahun 2_020
tentang Tatacara Persecfujuan
Menteri Dalam Negeri Terhadap
TPP ASN di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan
Permendagri Nomor 15 Tahun
2024 tentang Penyusunan APBD
2025
XV. Dinas Ketahanan | 1. Perubahan Atas Peraturan Tindaklanjut Peraturan Badan
Pangan Tanaman Gubernur Lampung Nomor 39 | Pangan Nasional RI Nomor 30
Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 tentang Pedoman Tahun 2013 tentang Penyaluran
Penyelenggaraan Cadangan | Cadangan Pangan Pemerintah
Pangan untuk Menanggulangi Bencana
dan Keadaan Darurat
2. Perubahan Atas Peraturan Tindaklanjut Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 71 Pemerintah Nomor 44 Tahun
Tahun 2017 tentang | 2021 tentang Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengawasan dan | Larangan Praktek Monopoli dan
Pengendalian Distribusi Gabah Persaingan Usaha Tidak Sehat
XVI. Badan Pengelolaan | Pengelolaan Data Sistem | Tindaklanjut Peraturan Menteri
Keuangan dan  Aset Informasi Pemerintah Daerah | Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
Daerah (SIPD) dan Manajemen Data 2019 tentang Sistem Informasi
Keuangan di Lingkungan | Pemerintahan Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
XVIl. | Dinas Energi dan | Pedoman Penetapan Nilai | Tindaklanjut Peraturan Menteri
Sumber Daya Mineral Perolehan Air Tanah Provinsi | ESDM Nomor S5 Tahun 2024
Lampung tentang Pedoman Penetapan
Nilai Perolehan Air Tanah
XVIII. | Badan Penanggulangan | Dokumen Kajian Risiko Bencana Tindaklanjut Peraturan Menteri
Bencana Daerah Provinsi Lampung Periode 2025- | Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2029 2018 tentang  Penyusunan
Dokumen Kajian Risiko Bencana
dan Peraturan Kepala BNPB
Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Kajian Risiko Bencana dan
Panduan Penilaian Risiko
: Bencana
XIX. Dinas Perhubungan 1. Rencana Induk Jaringan Lalu | Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun

Angkutan Umum di Provinsi
Lampung

Lintgs Angkutan Jalan | 2022 tentang Jalan
Provinsi Lampung

2. Sistem Manajemen | Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun
Keselamatan Perusahaan | 2022 tentang Jalan dan PP

Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Jaringan Lalu Lintas Angkutan
Jalan
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Tindaklanjut PP Nomor 89 Tahun
2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran ‘Lalu Lintas di Jalan
dan PP Nomor 91 Tahun 2021
tentang Pemeriksaan Kendaran
Bermotor Di Jalan

Tindaklanjut PP Nomor 91 Tahun
2021 tentang Pemeriksaan
Kendaran Bermotor Di Jalan dan
Instruksi Menteri Nomor 9 Tahun
2024 tentang Pengalihan Tugas
dan Fungsi di Bidang
Penyelenggaraan Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan PP Nomor 43
Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan

4. Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Parkir pada Aset
Milikk Pemerintah Provinsi
Lampung

5. Pelayanan Mobil Daerah dan
Penyelenggaran Pos
Pengawasan Lalu Lintas
Perbatasan di  Provinsi
Lampung

6. Penyelenggaraan

Perlengkapan Jalan dan
Fasilitasi Lain di Provinsi
Lampung

Tindaklanjuti Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Nomor 82
Tahun 2018 tentang  Alat
Pengendalian dan Pengamanan
Pengguna Jalan

7. Pengendalian Lalu Lintas

Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan PP Nomor 30
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

8. Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan dan
Pelayanan Angkutan
Perairan di Provinsi
Lampung

Tindaklanjut PP Nomor 31 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Pelayaran

9. Pemanfaaatn Aplikasi Sektor
Perhubungan

Tindaklanjuti Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 45 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Nomor 88
Tahun 2018 tentang Norma,
Stapdar. Prosedur dan Kriteria
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat




